
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 75 TAHUN 2026 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85 TAHUN 

2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 
PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU 

PADA KEMENTERIAN PERTANIAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberian layanan kepada 

pengguna layanan pada Kementerian Pertanian, perlu 

dilakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat 

Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat 

Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6994); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang  

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian 

Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7140); 
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  4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 692); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 1208);  

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85 TAHUN 

2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG 
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.  

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 692) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, 
huruf b, dan huruf c yang dilakukan di luar wilayah kantor 
tidak termasuk biaya perjalanan dinas petugas. 

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d 
tidak termasuk: 

a. biaya perjalanan dinas pengajar/narasumber; dan 
b. biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta. 

(3) Biaya: 
a. perjalanan dinas petugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1); dan/atau   

b. perjalanan dinas pengajar/narasumber dan 
transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Oktober 2026 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
 
 

 
Ditandatangani secara elektronik 

SUAHASIL NAZARA 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                  Д 
 
DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

   
Ѽ 

 

 
DHAHANA PUTRA 

 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR         Ж 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
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